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2.1.1 Defenisi Pengungkapan (Disclosure)
Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran
informasi (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Sedangkan Nugraheni (2005) dalam
Raditya (2012) menyatakan bahwa bagi pihak di luar manajeman, laporan
keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka melihat
kondisi perusahaan tersebut. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan,
pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan
informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha.
Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat
menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh
terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.
Ada dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan (financial
report) dan laporan tahunan (annual report).
1. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)
Pengungkapan ini merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan
oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun sebelum dikeluarkan keputusan
Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai
laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah
meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
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2. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)
Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara
sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan
minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk
dalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi
keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
kedua pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam
bentuk laporan tahunan (annual report) walaupun sekarang ini cukup
banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial
perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan (annual report) dalam bentuk
laporan keberlanjutan (sustainability report).
Dalam ekonomi Islam, akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan
pengungkapan yang benar dan adil serta tansparansi. Menurut Abu-Tapanjeh
(2009), akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT. Konsep dasar
akuntabilitas Islam percaya bahwa seluruh sumber daya yang tersedia untuk
individu ada dalam bentuk kepercayaan. Oleh karena itu, pengungkapan fakta
keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk
pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan penentuan indeks dilakukan
dengan menggunakan disclosure item pada lampiran 1 yang digunakan untuk
menentukan disclosure yang disajikan oleh perusahaan.
2.1.2 Defenisi Corporate Social Responsibility (CSR)
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
mendefenisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi
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bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para
karyawan serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat
umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi bisnis
maupun untuk pembangunan. Menurut Untung (2008: 37) CSR adalah
komitmen perusahaan atau dunia bisnis  untuk berkontribusi dalam
pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan
tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan
perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Sedangkan
menurut Herry (2012) CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan
untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial,
ekonomi, dan lingkungan, serta terus menjaga agar dampaknya tersebut dapat
bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pengertian CSR secara
umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk
mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan msyarakat
secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan
untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di
masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih
baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya bantuan
dana, bantuan tenaga ahli, bantuan berupa barang, dan lain-lain. CSR
diungkapan didalam laporan yang disebut Sustainbility Reporting. Laporana
tersebut merupakan pelaporan mengenai kebijakan ekonomi lingkungan dan
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sosial, pengaruh, serta kinerja organisasi dalam konteks pembangunan
berkelanjutan.
Dari sisi filosofi konvensional, terdapat beberapa teori yang
melatarbelakangi pelaksanaan CSR dalam perusahaan, yaitu:
2.1.3 Teori Legitimasi
Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa
aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan
menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung
jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya
penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai
perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat
mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan
investasi (Widiawati, 2012).
Menurut Harahap (2014) Legitimasi masyarakat merupakan faktor
strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan.
Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi
perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah
lingkungan masyarakat semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat
sebagai sesuatu diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan
demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi
perusahaan untuk bertahan hidup (going concern).
Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa
program CSR dilakukan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai
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positif dan legitimasi dari masyarakat. Ini berarti apabila perusahaan
mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan
dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan
pada masa datang.
2.1.4 Teori Stakeholders
Stakeholders adalah setiap kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi
atau mempengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Hal pertama mengenai
teori stakeholder adalah bahwa stakeholder adalah sistem secara eksplisit
berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya,
mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya kompleks dan dinamis.
Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari
hubungan sosial keduanya berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh
karena itu, organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya
(Harahap, 2014).
Berdasarkan kedudukan Stakeholders dalam pengelolaan perusahaan,
stakeholders dibagi menjadi dua kategori:
1. Stakeholders internal
Stakeholder ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. Yang termasuk kedalam stakeholders internal adalah pemegang
saham, para manajer, dan karyawan.
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2. Stakeholders eksternal
Satkeholders eksternal yaitu orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan
pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan dan bukan pula karyawan
perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaandan atau
dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
Yang termasuk kategori stakeholders eksternal adalah pelanggan, pemasok,
pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat umum.
(Solihin, 2009: 51)
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori stakeholders
menjelaskan tentang perusahaan sebagai sebuah entitas yang dalam
menjalankan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan perusahaannya saja
melainkan juga harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan
perusahaan tersebut, seperti: manajer, karyawan, konsumen, pemasok, investor,
kreditor, pemerintah, shareholders, serta masyarakat sekitar perusahaan.
2.1.5 Pengungkapan CSR (Social Disclosure)
Pengungkapan CSR yang sering juga disebut sebagai social disclosure,
corporate social reporting, atau social accounting merupakan proses
pengomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi
organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005).
Berdasarkan pedoman penyusunan sustainbility report dari GRI,
perusahaan harus menjelaskan dampak operasi perusahaan terhadap ekonomi,
sosial, dan lingkungan pada bagian standard disclosure. Konsep CSR dapat
17
dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Konsep pertama dari konsep
akuntansi tradisional yang hanya memuat konsep single bottom line tunggal
yakni menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba, sehingga
CSR merupakan sebuah strategi dalam operasi bisnis. Sedangkan konsep yang
kedua yang merupakan perluasan dari konsep akuntansi tradisional menyatakan
konsep triple bottom line, bahwa tujuan dari perusahaan adalah mencari laba
(profit), mensejahterakan orang (people) dan menjamin keberlanjutan hidup
tempat yang ditinggali (planet) (Solihin, 2009: 186).
Perkembangan CSR di Indonesia mengalami peningkatan baik dalam
kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana
pelaporan tentang CSR perusahaan yang semula bersifat sukarela (voluntary)
menjadi bersifat wajib (mandatory) dengan adanya Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 bahwa, laporan tahunan harus
memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan
tanggung jawab sosial dan lingkungan (Maulida dkk, 2013).
Menurut Fahmi (2013:297) Untuk  melihat dan mengukur  keberhasilan
penerapan CSR pada suatu perusahaan ada empat indikator yang dapat kita
jadikan acuan, yaitu :
1. Secara umum, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang
dikandungnyanyaitu turut menegakkan social justice, sustainbility dan
equity.
2. Secara sosial, keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya
legitimasi sosial korporasi dihadapan stakeholder sosialnya.
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3. Secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai
saham akibat peningkatan corporate social image.
4. Secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil
evaluasi teknis lapangan.
Meskipun pelaporan CSR di Indonesia bersifat wajib, pelaporan CSR
belum memiliki standar baku yang berlaku umum terkait dengan hal-hal apa
saja yang harus diungkapkan didalamnya sehingga setiap perusahaan dapat
melakukan pelaporan CSR yang  berbeda-beda. Pedoman (guidline) yang
paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan diseluruh dunia adalah
Sustanbility Reporting Guidlines yang dikenal dengan Kerangka Pelaporan
Global Reporting Intiative Indeks yang diterbitkan oleh Global Reporting
Intiative (GRI). Keseluruhan dokumen-dokumen Kerangka Pelaporan GRI
dikembangkan menggunakan proses konsensus melalui dialog antara
pemangku kepentingan bisnis, komunitas investor, tenaga kerja, masyarakat
sipil (Pemerintah), akuntan, akademisi, dan lain-lain. Kerangka Pelaporan GRI
dimaksudkan sebagai kerangka yang berlaku umum untuk pelaporan kinerja
ekonomi, lingkungan, dan sosial suatu organisasi. Kerangka Pelaporan GRI
dirancang untuk digunakan organisasi dari berbagai ukuran, sektor atau lokasi.
Kerangka Pelaporan GRI terdiri dari konten umum dan konten sektor spesifik
yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan diseluruh dunia yang
secara umum berlaku untuk pelaporan kinerja keberlanjutan suatu organisasi
(GRI, 2006 dalam Raditya, 2012).
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2.1.6 Pentingnya Menerapkan CSR
Menurut Wibisono (2007) dalam Fauziah dan Yudho (2012) menguraikan
manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:
a. Bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan CSR akan memperoleh empat
manfaat, yaitu : (1) keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan
dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas, (2)
perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital), (3)
perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human
resources) yang berkualitas dan (4) perusahaan dapat meningkatkan
pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making)
dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).
b. Bagi masyarakat. Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah
adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja,
meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap
akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika
terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan
menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
c. Bagi lingkungan. Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas
sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat
polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannnya.
d. Bagi Negara. Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut
“corporate misconduct” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada
aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu,
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negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak
digelapkan) oleh perusahaan.
2.2 Islamic Social Reporting (ISR)
Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks
islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial
yang bersifat syariah (Islamic Social Reporting atau ISR). Ada dua hal yang harus
diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu: pengungkapan penuh (full disclosure)
dan akuntabilitas sosial (social accountability) (Fitria dan Hartanti, 2010). Islam
telah menjelaskan cukup jelas mengenai hak dan kewajiban bagi individu maupun
bagi organisasi berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Hal tersebut dikarenakan Islam
adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di
muka bumi.
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna sudah
sepatutnya bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu bentuk ketakwaan manusia
kepada Allah SWT adalah dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Hal
ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 56
berikut:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah)
memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
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diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
Ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk
merusak muka bumi dengan segala isinya. Oleh karena itu, manusia sebagai
khalifah Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan
melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab memelihara dan
melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep akuntabilitas
dalam ekonomi Islam. Akuntabilitas tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan
pengungkapan yang benar, adil, dan transparan. Akuntabilitas tidak hanya
ditujukkan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT
sebagai Dzat yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan keberkahan dan
kesuksesan (Abu-Tapanjeh, 2009). Dengan kata lain, akuntabilitas yang utama
adalah kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi semesta alam.
Salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam adalah
pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal dengan
perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi
sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau
kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002)
berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem
konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan
bahwa seharusnya aspek spritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam
pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan
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Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-
informasi tertentu secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan
spritual mereka. Untuk itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus
untuk pelaporan tanggungjawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Karena
laporan tersebut tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan
Muslim, tetapi juga berguna membantu perusahaan Islam dalam pemenuhan
kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan
sebutan Islamic Social Reporting (ISR).
Ketiadaan standar CSR secara syariah menjadikan pelaporan CSR
perusahaan syariah menjadi tidak seragam dan standar. Standar yang dikeluarkan
oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions) tidak dapat dijadikan sebagai suatu standar pengungkapan CSR
karena tidak menyebutkan keseluruhan item-item terkait CSR yang harus
diungkapkan suatu perusahaan (Fitria dan Hartanti, 2010).
Othman, Thani dan Ghani (2009) melakukan penelitian mengenai praktek
pelaporan CSR perusahaan syariah yang listed di bursa Malaysia, dan hasilnya
memperlihatkan bahwa kebanyakan masih pada tahap konseptual. Hal ini
dikarenakan belum adanya standar yang bisa di adopsi perusahaan dalam
penerapan CSR syariah tersebut. Penelitian dalam ranah CSR syariah umumnya
menggunakan model indeks Islamic Social Reporting yang dikembangkan dengan
dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan
oleh masing-masing peneliti berikutnya. Menurut Haniffa (2002) Secara khusus
indeks ISR adalah perluasan dari social reporting yang meliputi harapan
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masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi
juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ISR juga
menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak
minoritas, dan karyawan.
Penelitian ini menggunakan kerangka Islamic Social Reporting yang
disusun dari beberapa penelitian terkait dengan rujukan utama tetap pada Othman
et al. (2009). Berikut ini adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka
Islamic Social Reporting yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :
1. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment)




6. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
2.3 Good Corporate Governance (GCG)
Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut
sebagai Good Corporate Governance. Corporate Governance dapat didefenisikan
sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemilik
Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan
nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan
dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011: 1).
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GCG dalam konteks Islam berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang
diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai
apabila seseorang melalukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”.
Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah
memahami dan mengetahui prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam
konteks keIslaman. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam konteks
keIslaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan
tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami. Namun dengan berkembangnya
prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan
oleh umat Islam (Susanto, 2011).
Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat
kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin
kompleks. Resiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut
semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat
(good corporate governance) di bidang perbankan. Penerapan prinsip GCG selain
untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan
perlindungan kepada masyarakat. Penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan
mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah) (Surya &
Yustiavandana, 2006: 116) .
Pelaksanaan GCG pada industri perbankan menurut peraturan Bank
Indonesia No. 8/4//PBI/2006 harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama,
transparansi (transparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi
yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan
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keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi  dan
pelaksana pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan secara
efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian
pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku dan
prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (professional)
yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari
pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen
yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (fairness)
yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku
kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak
(stakeholders) yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank
koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan
lingkungan sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap
bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank
syariah kepada msyarakat bahwa suatu bank dikelola dengan baik, profesional dan
hati-hati (prudent) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham
tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya (Machmud & Rukmana,
2009: 80) .
Susanto (2011) mengatakan Good Corporate Governance dalam Islam
harus mengacu pada prinsip-prinsip: tauhid, taqwa dan ridha, kemaslahatan dan
ekuilibrium (Keseimbangan dan keadilan). Good Corporate Governance
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dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap
pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk
menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna.
Dengan demikian, pelaksanaan prinsip GCG dalam perbankan syariah harus
mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada. Di samping itu, ia juga harus
mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah sehingga pada akhirnya didapatkan tata
kelola bank yang selain dapat memberikan keuntungan bagi para stakeholders,
juga tetap berjalan di atas rel/koridor syariah (Machmud & Rukmana, 2009: 79).
Menurut Ningrum (2013), Mekanisme dan struktur governance di
perusahaan dapat dijadikan infrastruktur pendukung praktek dan pengungkapan
CSR di Indonesia. Struktur governance yang berlandaskan prinsip GCG (Good
Corporate Governance) akan mendorong kegiatan CSR dan pelaporannya. Jika
struktur governance yang dipresentasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS),
Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional mengutamakan kepentingan
perusahaan (sesuai dengan teori stakeholders), maka kegiatan dan pelaporan CSR
seharusnya berjalan dengan baik di perusahaan tersebut. Jadi, untuk melaksanakan
CSR dengan baik perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
(good corporate governance).
2.3.1 Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS)  adalah dewan yang bertugas memberikan
nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai
dengan prinsip syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang
syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan.
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Persyaratan anggota DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN
sendiri adalah dewan yang dibentuk oleh majelis Ulama Indonesia (MUI)  yang
bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah  dalam kegiatan
perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk
dalam kegiatan bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank
yang akan Membentuk DPS dalam rangka perubahan usaha atau membuka kantor
cabang syariah untuk pertama kalinya dapat menyampaikan permohonan
penempatan anggota DPS kepada DSN (Sumar’in, 2012: 98).
Dalam menjalankan tugasnya, DPS bersifat aktif atau responsif. DPS
seharusnya secara aktif melakukan supervisi, mengumpulkan data, menganalisis,
dan melakukan koreksi terhadap berbagai temuan ketidakpatuhan syariah pada
sebuah bank Islam.  Memastikan bahwa pedoman operasional dan setiap aspek
operasi bisnis bank telah sesuai koridor  syariah. Inilah cakupan fungsi review dari
DPS. DPS bersifat responsif dan berkontribusi aktif ketika bank Islam, dimana dia
berada, hendak mengeluarkan produk baru atau masuk  ke lini bisnis baru
sehingga membutuhkan pedoman operasional yang baru. Meskipun bukan pihak
yang membuat, selama proses pengembangan produk baru dan pembuatan
pedoman opersional agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, mau tidak mau DPS
akan berkontribusi aktif dalam aktivitas riset yang endalam (Wahyudi, 2013: 158).
Sebagai auditor syariah, DPS memegang peranan yang  sangat penting, di
samping mengemban amanat dari masyarakat juga harus menjunjung tinggi
keadilan agar tetap sesuai dengan syari’at Islam. Mu’amalat dilakukan  dengan
memelihara nilai keadilan dan menghindari penganiayaan maupun  pengambilan
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kesempatan dalam kesempitan, hal ini sesuai dengan Al-Qur’an surat An-Nisaa’
ayat 58:
Artinya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha
mendengar dan maha melihat.
Oleh karena hal itulah DPS diberi kekuasaan dan wewenang yang luas
untuk menela’ah setiap kontrak, metode atau aktivitas yang berkenaan dengan
aturan-aturan bank mereka.
Menurut Rustam (2013: 414) Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada
direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
Mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS tersebut menurut
ketentuan pasal 27 peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional
dan produk yang dikeluarkan bank.
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2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
3. Mminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang beluam ada
fatwanya.
4. Melakukan pengkajian ulang/evaluasi secara berkala atas pemenuhan prinsip
syaraih terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta
jasa bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja
bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan DPS tersebut
dalam struktur bank syariah tidak lain dimaksudkan untuk mengawasi
operasionalisasi bank syariah tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya
menyalurkan produk-produknya agar senantiasa sesuai dengan, atau tidak
menyimpang dari ketentuan syariah Islam (Basir, 2009: 56).
Sedangkan menurut Greuning dan Iqbal (2011: 182) pada prinsipnya, dewan
pengawas syariah bertanggung jawab atas lima bidang utama: sertifikasi
instrumen keuangan yang diperbolehkan melalui fatwa-fatwa, verifikasi
kepatuhan transaksi dengan fatwa yang dikeluarkan, perhitungan dan pembayaran
zakat, pencoretan pendapatan yang tidak sesuai syariat, dan saran mengenai
distribusi pendapatan atau beban antara pemegang saham bank dan pemegang
akun investasi. Masing-masing dewan pengawas syariah mengeluarkan laporan
untuk mengesahkan kepatuhan syariat atas seluruh transaksi keuangan. Laporan
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ini biasanaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan
perusahaan.
2.3.2 Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakuakn
pengawasan  secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
(UU)  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah, komposisi,
kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota
Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan otoritas terkait (Rustam, 2013: 400).
Dikaitkan dengan prinsip dan aturan corpoate governance, maka Komisaris
memegang peranan yang sangat penting di dalam perusahaan. Dalam kerangka
corporate governance Komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi
perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta
mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas komisaris ini
ditujukan agar perlindungan terhadap para penanam modal (seperti pemegang
saham, bank sebagai kreditor, dan lembaga dana pensiun) serta stakeholders
lainnya (seperti buruh perusahaan, customers, lingkungna hidup serta masyarakat
di sekitarnya) dikelola oleh perusahaan dengan baik (Sutedi, 2011: 147).
Adapun ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan peranan dewan komisaris
dalam sebuah perusahaan yaitu:
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Artinya :“wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu
bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin. Maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala
apa yang kamu kerjakan” (Q.S An-Nisa: 135).
Kandungan dari ayat diatas menjelaskan bahwa dewan komisaris dalam
menjalankan perannya harus memiliki karakter yang baik , jujur, adil dan dapat
dipercaya.
Tanggung jawab utama atas cara bank melakukan usaha ada pada dewan
komisaris. Dewam menetapkan arahan strategis, menunjuk manajemen,
menetapkan kebijakan operasional, dan yang paling penting bertanggung jawab
untuk memastikan tingkat kesehatan bank. Dewan bertanggung jawab kepada
deposan dan pemegang saham untuk administrasi lembaga yang sesuai hukum,
jelas efesien dan mampu. Para anggota dewan biasanya mendelegasikan
manajemen sehari-hari dari perbankan kepada direksi dan karyawan, tetapi
anggota dewan bertanggung jawab atas konsekuensi dari kebijakan yang tidak
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sehat atau ceroboh dan praktil-praktik menyangkut pinjaman, investasi,
perlindungan terhadap penipuan internal, atau kegiatan perbankan lainnya
(Greuning dan Iqbal, 2011: 36).
Menurut Sutedi (2011: 155), Dalam kaitannya terciptanya perusahaan
dengan penerapan Good Corporate Governance, maka dianggap perlu adanya
komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Komisaris
Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan
pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris lainnya atau anggota
direksi, atau  hubungan keuangan dan hubungan kepemilikan saham dengan BUS
sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
Dewan Komisaris wajib melaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan prinsip-prinsip GCG yang mencakup hal-hal sebagai berikut.
1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya
pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan
atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi.
3. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan wajib memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BUS.
4. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dilarang terlibat dalam
pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan
keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan
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dewan komisaris tersebut yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUS atau
dalam rapat umum pemegang saham.
Menurut Greuning dan Iqbal (2011: 36) Komposisi anggota dewan
komisaris sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 60 persen bank
yang gagal memiliki anggota dewan yang tidak memiliki pengetahuan mengenai
perbankan atau kurang informasi dan pasif tentang urusan pengawasan bank.
Kegagalan bank-bank hampir selalu diakibatkan karena kekurangan dalam dewan
komisaris dan direksi mereka. Kepemimpinan yang diberikan oleh dewan
komisaris dari lembaga-lembaga bermasalah sering terbukti tidak efektif. Dewan
komisaris yang efektif harus memiliki pemahaman yang baik tentang sifat usaha
bank dan resiko yang terkait.
Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan setidakmya satu kali dalam
dua bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri setidaknya oleh dua per tiga
dari jumlah anggota Dewan Komisaris (Rustam, 2013: 400).
2.3.3 Kepemilikan Institusional
Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah,
institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian
dan institusi lainnya pada akhir tahun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan
institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar
lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili
suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya
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terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor
institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.
Prinsip tauhid juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan kepemilikan
dalam Al-qur’an. Kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah berbeda dengan
sistem ekonomi kapitalis dan komunis.
Artinya:
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas
segala sesuatu (Ali Imran: 189).
Ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah sebagai penguasa mutlak
dan hakiki atas segala sesuatu. Kekuasaan Nya sangat luas dan tidak terbatas,
mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
Pemegang saham berada dalam posisi untuk menunjuk orang-orang yang
bertanggung jawab atas proses tata kelola perusahaan dan harus mengawasi
tindakan mereka secara hati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak berniat
menggunakan bank semata-mata untuk membiayai perusahaan mereka atau
perusahaan rekan. Dengan menunjuk dewan pengawas dan menyetujui dewan
komisaris, komite audit dan auditor eksternal, para pemegang saham berada dalam
posisi untuk menentukan arah bank (Greuning dan Iqbal, 2011: 35).
Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar
kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi
manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk
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mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat
(Muttaqin, 2013).
2.4 Kinerja Keuangan
Kinerja keaungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja
keuangan yang dilihat dari profitabilitas suatu perusahaan. Pengungkapan
mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan mencerminkan suatu
pendekatan perusahaan dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan yang
dinamis dan bersifat multidimensi. Hubungan antara pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan telah diyakini
mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial yang
dilakukan oleh pihak manajemen untuk membuat suatu perusahaan memperoleh
keuntungan (Sembiring, 2005).
Menurut Greuning dan Iqbal (2011: 113) banyak faktor yang dapat
mempengaruhi profitabilitas sebuah bank. Dalam beberapa kasus, inflasi dapat
meningkatkan biaya operasi lebih cepat daripada pendapatan yang diterima.
Dalam mengukur profitabilitas terdapat tiga jenis pengukuran yang bisa
digunakan. Tiga rasio ini merupakan ukuran yang paling dikenal dan paling luas
penggunaannya diantara rasio-rasio keuangan yang lain. Dalam setiap bentuknya,
rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa efesien sebuah perusahaan telah
menggunakan aset dan mengelola operasinya. Fokus dari kelompok ini adalah
pada hasil akhir, yaitu laba bersih (Ross et al, 2009: 89).
Laba bersih diperoleh ketika pendapatan melebihi pengeluaran. Untuk
melihat seberapa besar laba perusahaan maka dapat dilihat pada laporan laba rugi
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dari perusahaan tersebut. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban
serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan selama suatu periode waktu tertentu.
Dalam laporan laba rugi, pendapatan disajikan pertama kali baru setelah itu diikuti
dengan beban. Terakhir laba bersih atau rugi bersih akan dihitung dengan cara
total pendapatn dikurangi total beban (Weygandt, 2009: 31).
Pengertian laba dalam al-Qur’an ialah kelebihan atas modal pokok atau
pertambahan atas modal pokok yang diperoleh dari proses dagang.
Dalam hadis disebutkan:
“seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang; ia tidak akan menerima laba
sebelum mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga seorang mukmin tidak
akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-
amalan wajibnya.” ( HR. Bukhori dan Muslim ).
Dari hadis di atas dapat diketahui pengertian laba ialah bagian yang berlebih
setelah mnyempurnakan modal pokok.
Adapun cara untuk mengukur profitabilitas dapat dilakukan melalui: (1).
Margin laba, (2).  Pengembalian aset, dan (3). Pengembalian ekuitas. Pada
penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah
pengembalian aset (return on assets-ROA). Alasan dipilihnya ROA sebagai alat
ukur kinerja keuangan dalam penlitian ini adalah bahwa ROA merupakan salah
satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering
disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan
keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan
keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan
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datang. ROA adalah ukuran laba per rupiah aset. Rasio ini dapat dinyatakan
dengan beberapa cara, tetapi yang paling umum adalah laba bersih dibagi dengan
total aset. Karena ROA biasanya ditujukan untuk mengukur kinerja selama satu
periode tertentu, akan masuk akal jika mendasarkannya pada aset rata-rata  (Ross
et al, 2009: 90).
Menurut Weygandt et al (2009: 16) Aset adalah sumber daya yang dimiliki
oleh suatu bisnis. Aset digunakan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas, seperti
produksi, konsumsi dan jual beli. Karakteristik umum yang dimiliki oleh aset
adalah kemampuan untuk memberikan jasa atau manfaat di masa mendatang.
Bankir modern sangat memperhatikan hasil dari analisis rasio. Bank
biasanya mengelola profitabilitas dengan mencoba untuk melebihi rata-rata pasar
dan menjaga tingkat keuntungan yang stabil dan dapat diperkirakan, yang pada
gilirannya akan menarik investor. Oleh karena itu, rasio adalah alat yang sangat
berguna, tetapi sama dengan metode analitis lainnya, rasio harus digunakan
dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, karena rasio sendiri tidak
memberikan jawaban yang lengkap tentang kinerja keuntungan bank. Dalam
jangka pendek, banyak cara yang dapat digunakan untuk membuat rasio bank
terlihat baik dalam kaitannya dengan standar industri. Penilaian usaha dan
pengelolaan bank harus dilakukan untuk memeriksa rasio profitabilitas (Greuning
dan Iqbal, 2011: 114).
Secara spesifik terhadap ISR, Othman et al (2009) membuktikan bahwa
profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat
pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pembahasan di atas, penelitian ini
menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan
melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas.
2.5 Perbankan Syariah
Secara filosofi, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan
masalah riba. Bank syariah juga dapat diartikan sembagai lembaga
keuangan/perbankan yang operasional dan produknya  dikembangkan berdasarkan
Al-Qur’an dan hadits. Bank sendiri adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi
utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa
pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang
dilakuakan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian tradisi umat
Islam sejak zaman Rasullullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan
harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis,
serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah
SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima
simpanan, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman
Rasulullah SAW (Machmud & Rukmana, 2009: 16).
Perbankan syariah di era modern pertama kali berwujud di Mesir pada tahun
1963 dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Kesuksesan Mit Ghamr
ini memberi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah
kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyta masih dapat diaplikasikan dalam
39
bisnis modern. Di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992
yaitu  Bank Muamalat Indoesia (BMI) (Karim, 2006: 25).
Walaupun perkembangan bank syariah di Indonesia saat itu agak lambat
dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah akan
terus mengalami perkembangan. Bahkan hingga saat ini perbankan syariah di
Indonesia sedang berkembang pesat apabila dilihat dari data statistik perbankan
syariah yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga bulan Juni 2015
terdapat 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah.
Berdasarkan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,
disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan
menyalurkan dana masyarkat. Bank syariah jyga dapat menjalankan fungsi sosial
dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,
infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah
atau ta’zir) dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank
Syariah juga dpat menghimpun dana sosial yang berassal dari wakaf uang dan
menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak
pemberi wakaf (wakif) ( Yaya dkk, 2014: 48) .
Penjelasan mengenai kegiatan operasional Bank syariah akan diawali dengan
memaparkan tabel dibawah ini.
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Tabel II.1
Prinsip Dasar Operasional Bank Syaraiah
PRINSIP MUAMALAH PRINSIP OPERASIONAL
ANTI MAGHRIB
 Bebas dari spekulasi (Maitsir)
(QS. 5:90)
 Bebas dari manipulasi (Gharar)
(QS. 3:90, 4:29, 3:130)
 Bebas dari bunga (Riba)
(QS. 2:275, 278, 279)
 UNIVERSALITAS
Mendukung perlembagaan usaha
masyarakat tanpa membedakan suku,
agama ras dan antar golongan.
 KEADILAN
Tercermin dari penerapan imbalan
atas dasar bagi hasil dan
pengembalian margin keuntungan




keuangan yang terbuka secara
berkesinambungan sehingga nasabah
dapat mengetahui kondisi keuangan
dan kualitas manajemen bank.
 KEMITRAAN
Nasabah investasi, pengguna dana,
dan Bank berada dalam hubungan
sejajar sebagai mitra usaha yang
saling menguntungkan dan
bertanggungjawab.
Sumber : Mustdjari, 2012 hlm. 22
Didalam menguraikan kegiatan usaha atau operasionalisasi bank syariah,




Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah
Bank Konvensional Bank Syariah
Landasalkan Hukum Peraturan per UU  Sumber hukum syariah:
Al-Qur’an, sunnah, fatwa
DSN
 Peraturan per UU
Pengawasan Perseroan Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syaraiah
dan Dewan Komisaris
Laporan Keuangan Accrual Basis Cash Basis dan Accrual
Basis
Investasi Halal dan Haram Halal
Prinsip Operasional Perangkat Bunga Bagi Hasil, jual beli, sewa
Hubungan Nasabah Debitur & Kreditur Kemitraan
Return Funding – Landing:
Bunga
 Funding: Bagi hasil dan
bonus
 Financing: Margin, Bagi
hasil, Sewa, Fee
Prinsip Transaksi  Uang sebagai
komoditi
 Pinjaman uang
 Uang sebagai alat bayar
Bagi hasil, jual beli, sewa
fee
Berdasarkan aspek diatas maka pembeda yang paling utama antara Bank
Konvensional dan Bank Syariah adalah konsep halal. Hal ini disebabkan adanya
sifat transdental dari setiap transaksi dalam setiap aktivitas muamalah dan hukum
Islam (Mustjari, 2012: 22).
Sistem operasional bank syariah dapat digambarkan dalam gambar II.1.
pada gambar II.1 ditunjukkan mekanisme dengan alur sebagai berikut:
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Gambar II.1
Sistem Operasional Bank Syariah
5.Menyalurkan Pendapatan 4. Menerima pendapatan
Bagi hasil/bonus Bagi hasil, margin, fee
Sumber : Yaya, 2014: 50
Dengan demikian, sistem operasional bank syariah dapat disimpulkan terdiri
atas sistem penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem
penyediaan jasa keuangan ( Yaya, 2014: 51).
Adapun produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan
















































syariah.  Produk-produk yang secara umum diaplikasikan untuk melayani
kebutuhan warga masyarakat. Produk-produk dimaksud secara teknis telah
mendapat rekomendasi dari para ulama, atau dalam hal ini telah mendapat
persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan
Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain: Mudharabah, Murabahah
(Pembiayaan dengan margin), Musyarakah, Wadi’ah, Ijarah, Qard Al-Hassan,
dan lainnya (Ali, 2008: 40).
2.6 Penelitian Terdahulu
















































































































































































































































































































































Gambar II.2 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam
penelitian ini. Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan empat faktor perusahaan
yang berpengaruh untuk mengungkapkan ISR. Keempat faktor tersebut antara
lain: Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan
Kinerja Keuangan.







2.8.1 Good Corporate Governance dan Islamic Social Reporting
Pengungkapan Islamic Social Reporting sangat terkait dengan konsep
Good Corporate Governance. Konsep pada GCG menekankan pada internal
balance antara organ perusahaan dalam hal yang berkaitan dengan struktur
kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut,











dalam masyarakat dan stakeholder (Dipika, 2014). Adapun hipotesis
mengenai GCG dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu :
2.8.1.1 Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Islamic Social Reporting
Faktor yang diduga mempengaruhi ISR adalah ukuran dewan pengawas
syariah. Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah dari anggota dewan
pengawas syariah dalam suatu perusahaan. DPS mempunyai peran dalam
pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai
wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara
lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa
diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.
Penelitian Ningrum, dkk (2013) menemukan bahwa Islamic
Governance (sebagai proksi corporate governance di bank Islam) terbukti
berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial. Dalam variabel Islamic Governance tersebut dibahas
mengenai jumlah dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah
DPS dapat meningkatkan level pengungkapan. Berdasarkan uraian di atas,
maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:
H1 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan
Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia.
2.8.1.2 Ukuran Dewan Komisaris dan Islamic Social Reporting
Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris
dalam suatu perusahaan (Sembiring, 2005). Semakin besar ukuran dewan
komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang
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baik, maka diharapkan pengungkapan Islamic social reporting akan
semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat
disembunyikan oleh manajemen. Hasil penelitian Khoirudin (2013)
menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris mempengaruhi tingkat
pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian
yang diajukan adalah sebagai berikut:
H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic
Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia.
2.8.1.3 Kepemilikan Institusional
Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar lebih
mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional
memiliki power dan experience serta bertanggung jawab dalam menerapkan
prinsip good corporate governance untuk melindungi hak dan kepentingan
seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk
melakukan komunikasi secara transparan. Dengan demikian, kepemilikan
institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan
secara sukarela, hal ini berarti kepemilikan institusional dapat mendorong
perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial dan
lingkungan (Hariyanti, 2012 dalam Ningrum dkk, 2013). Murwaningsari
(2009) yang menyatakan bahwa institusional shareholders dengan
kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau
pengambilan keputusan perusahaan. Apabila dikaitkan dengan
pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitas monitoring yang dilakukan
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oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan
informasi sosialnya.
H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic
Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia.
2.8.2 Kinerja Keuangan dan Islamic Social Reporting
Kinerja keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja
keuangan yang dilihat dari profitabilitas suatu perusahaan. Adapun cara
untuk mengukur profitabilitas dapat dilakukan melalui: (1). Margin laba,
(2). Pengembalian aset, dan (3). Pengembalian ekuitas. Pada penelitian ini
rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah pengembalian
aset (return on assets-ROA).
Alasan dipilihnya ROA sebagai variabel independen adalah bahwa
ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan
keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan
keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau
untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva
yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari
modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan
menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan
hidup perusahaan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan
semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar
(Ningrum, 2013).
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Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian
Othman et al (2009) dan Ningrum (2013) membuktikan bahwa profitabilitas
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan
tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Berdasarkan hasil
penelitian terdahulu dan pembahasan di atas, penelitian ini menduga bahwa
perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan melakukan
pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas.
H4 : Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social
Reporting pada perbankan syariah di Indonesia.
2.8.3 Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Kepemilikan
Institusional, dan Kinerja keuangan terhadap ISR
Berdasarkan uraian dari hipotesis masing-masing variabel yang
digunakan yaitu: Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Kepemilikan
Institusional, dan Kinerja keuangan maka dapat dismpulkan hipotesis
selanjutnya, bahwa keempat variabel tersebut secara simultan berpengaruh
terhadap pengungkapan Islamic social Reporting (ISR).
H5 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Komisaris,
Kepemilikan Institusional, dan Kinerja Keuangan secara bersama-
sama berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting
pada perbankan syariah di Indonesia.
